
 

Tabel 2. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

Tahun 2023  (dalam Triliun Rupiah) 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah : 

Kabupaten Way Kanan 

Bulan : Desember 2023 

 

No. Deskripsi Kabupaten Way Kanan 

(1) (2) (3) 

A Profil  Pengadaan Barang/Jasa  

1 Belanja Pengadaan 0.446964 

2 Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP 0.491914 

 a. Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP sebelum tahun anggaran 0.004352 

 b. Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP pada tahun anggaran berjalan 0.487562 

 
c. Belanja Barang/Jasa yang diumumkan pada SiRUP Penyedia (Penyedia Murni + Penyedia 

Dalam Swakelola) 
0.326460 

 d. Belanja Barang/Jasa yang diumumkan pada SiRUP Swakelola 0.165454 

3 Pencadangan Usaha Kecil yang diumumkan di SiRUP (tagging) 0.292458 

4 Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang diumumkan berdasarkan tagging PDN di SiRUP 0.324539 

   5 Realisasi Transaksi melalui SPSE (Pagu Transaksi) (5 = 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 ) 0.206926 

5.1 Transaksi Pengadaan Melalui Pemilihan Penyedia 0.206810 

a Realisasi Transaksi Usaha Kecil 0.159762 

 a. e-Tender/Seleksi (tagging) 0.079406 

 b. Tender Cepat (tagging) 0.000000 

 c. Pengadaan Langsung (Transaksional dan Pencatatan) (tagging) 0.038455 

 d. Penunjukan Langsung (Transaksional dan Pencatatan) (tagging) 0.000000 

 e. e-Purchasing (Tagging) 0.041900 

b Realisasi Transaksi Non Kecil 0.046896 

 a. e-Tender/Seleksi 0.024678 

 b. Tender Cepat 0.000000 

 c. Pengadaan Langsung (non tender:Transaksional dan Pencatatan) 0.001299 

 d. Penunjukan Langsung (non tender:Transaksional dan Pencatatan) 0.000000 

 e. e-Purchasing (Tagging) 0.020918 

5.2 Realisasi Kontes 0.000000 

5.3 Realisasi Sayembara 0.000000 

5.4 Realisasi Pengadaan Khusus 0.000153 

 a. Penanganan Keadaan Darurat (Pencatatan Non Tender dan data SPSE Terpusat) 0.000000 

 b. Pengadaan Dikecualikan (Pencatatan Non Tender) 0.000153 

5.5 Realisasi Swakelola (Pencatatan) 0.000116 

   6 Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)  (6 = 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4) 0.200525 

6.1 Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui e-Purchasing 0.056533 

6.2 
Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui e-Tendering (pengadaan 
barang) 

0.104084 

6.3 
Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui Non e-Tendering & e-
Purchasing Transaksional dan Pencatatan (pengadaan barang) 

0.039907 

6.4 Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui Bela Pengadaan 0.000000 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

C Indeks Tata Kelola Pengadaan: Pemanfaatan Sistem Pengadaan 
Kabupaten Way 

Kanan Nasional* 

1 SiRUP 
 
 

110.06% 112.07% 

2 E-Tendering/E-Seleksi 
 

94.20% 93.03% 

3 E-Purchasing 
 

76.55% 79.68% 

4 
Non E-Tendering/E-Seleksi & 
Non E-Purchasing 

 
54.04% 42.64% 

5 Ekontrak 
 

49.74% 38.57% 

D Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

1 Alokasi PDN Dalam RUP 
 

99.41% 91.66% 

2 Transaksi Belanja PDN 
 

96.96% 90.34% 

E Alokasi Belanja Barang/Jasa untuk Produk UMK 

1 Alokasi UMK dalam RUP 
 

89.58% 54.69% 

2 Transaksi Belanja Produk UMK 
 

77.25% 42.76% 

*) data dari Tabel 1 
*) terdapat perubahan perhitungan untuk poin D dan E per tanggal 09 Oktober 2023 

 
Sumber Data :  

1. SiRUP dan SPSE per tanggal 31 Desember 2023 (End Year) (diolah) 

2. Data APBD didapat dari data DJPK per tanggal 05 Juni 2023 serta klarifikasi data dari Pemerintah Daerah 

3. Data APBN berdasarkan Perpres Nomor 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Akun 

52 dan Akun 53 serta klarifikasi data dari Kementerian/Lembaga 

4.  
Keterangan: 

1. Sumber Dana pada Belanja Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga: APBN, APBNP, BLU, PHLN, PNBP 

2. Sumber Dana Belanja Barang/Jasa pada Pemda: APBD, APBDP, BLU, BLUD, PHLN 

3. Data non e-tendering/e-seleksi/e-purchasing: pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang tercatat di SPSE (ada beberapa 

pengadaan langsung/penunjukan langsung yang belum diumumkan di SiRUP) 

4. Pengadaan Khusus berdasarkan Perpres 16/18 BAB VIII tentang Pengadaan Khusus yaitu PBJ dalam rangka penanganan keadaan 

darurat (misalnya untuk COVID) dan PBJ Dikecualikan (misalnya PBJ yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara 

luas kepada masyarakat seperti pembayaran Listrik, Telepon, dll) 


